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ABSTRAK

HEDGING STRATEGY TIONGKOK DALAM PENERAPAN BELT AND
ROAD INITIATIVE DI KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN

Oleh

NAURA AISHA KLAEDA AUGUSTTUBELA

Sengketa kawasan Laut Tiongkok Selatan yang terjadi dalam beberapa
dekade lalu melibatkan negara-negara di sekitarnya. Tiongkok berperan sebagai
aktor utama dalam sengketa tersebut disebabkan oleh adanya klaim teritorial Nine-
dash line oleh Tiongkok bahwa hampir seluruh kawasan Laut Tiongkok Selatan
adalah milik Tiongkok. Klaim teritorial ini diiringi dengan ekskalasi asertivitas
maritim Tiongkok di kawasan tersebut. Namun, di saat yang bersamaan, Tiongkok
menginisiasikan kebijakan lintas batas yang disebut sebagai BRI yang di dalamnya
menekankan pada kerja sama dan konektivitas. Adanya dua kebijakan yang
bertentangan tersebut menjadi langkah Tiongkok dalam memenuhi kepentingannya
di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Penelitian in bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan kebijakan BRI
serta untuk menganalisis kontradiksi yang muncul dari kebijakan tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis eksplanatif.
Penulis melakukan pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui buku, surat
kabar, jurnal ilmiah, dan sejumlah laman di internet antara lain RAND, CSIS, dan
I1SS. Teori dan konsep yang digunakan ialah teori kebijakan luar negeri dan konsep
hedging strategy dan asertivitas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontradiksi kebijakan BRI
merupakan dampak penerapan yang penulis pandang sebagai hedging strategy pada
dua kebijakan yang diterapkan di kawasan Laut Tiongkok Selatan untuk memenubhi
kepentingan-kepentingan Tiongkok yang diupayakan melalui kebijakan luar
negerinya. Selain itu, hasil penelitian juga melihat bahwa kemungkinan konflik
akan berekskalasi manakala Tiongkok mempertahankan penggunaan hedging
strategy.

Kata Kunci: Strategi Hedging, Tiongkok, BRI, Laut Tiongkok Selatan,
Kebijakan Luar Negeri



ABSTRACT

HEDGING STRATEGY TIONGKOK DALAM PENERAPAN BELT AND
ROAD INITIATIVE DI KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN

By

NAURA AISHA KLAEDA AUGUSTTUBELA

The South China Sea dispute occurred in the past few decades involved the
surrounding countries. China played a major role in the dispute due to China's Nine-
dash line territorial claim that almost the entire South China Sea belongs to China.
This territorial claim is accompanied by an escalation of China's maritime
assertiveness in the region. However, at the same time, China initiated a cross-
border policy called the BRI which emphasizes cooperation and connectivity. The
existence of these two conflicting policies is China's step in fulfilling its interests in
the South China Sea region. This study aims to describe the implementation of the
BRI policy and to analyze the contradictions that arise from the policy. This study
uses a qualitative approach with explanatory analysis. The author collected
secondary data through books, newspapers, scientific journals, and a number of
internet pages from RAND, CSIS, and IISS. The theories and concepts used are
foreign policy theory and the concept of hedging strategy and assertiveness. The
results of this study indicate that the contradiction of the BRI policy is the impact
of the implementation of what the author views as a hedging strategy on two
policies implemented in the South China Sea region to fulfill China's interests
pursued through its foreign policy. In addition, this study also sees that the
possibility of conflict that may escalate when China maintains the use of a hedging
strategy.

Keywords: Hedging Strategy, China, BRI, South China Sea, Foreign Policy
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. PENDAHULUAN

Skripsi ini akan mendeskripsikan strategi hedging Tiongkok yang
diterapkan dalam kebijakan luar negerinya yaitu Belt and Road Initiative (BRI) di
kawasan Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini perlu dan pantas untuk dilakukan
dengan berdasar pada justifikasi empiris yang disertai dengan kebaruan yang
ditemukan oleh penulis. Dengan demikian, dalam latar belakang penelitian ini,
penulis memaparkan kebijakan luar negeri Tiongkok yakni Belt and Road Initiative
(BRI) dan keasertivitasan tindakan Tiongkok khususnya di kawasan Laut Tiongkok
Selatan yang memegang peranan dalam kesuksesan tercapainya kebijakan BRI
tersebut. Kemudian dilanjutkan pada justifikasi empiris yang dikaitkan dengan teori
kebijakan luar negeri, konsep hedging strategy, dan konsep asertivitas. Dalam bab
ini, penulis turut memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Tiongkok sebagai entitas negara yang juga memiliki kepentingan
nasionalnya sendiri turut mengupayakan kebijakan-kebijakan yang dianggap
mampu untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu kebijakan luar
negerinya yang disebut sebagai kebijakan Silk Road Economic Belt and the 21st
Century Maritime Silk Road atau (BRI) Belt and Road Initiative secara singkat.
Tujuan dari kebijakan BRI ialah mempromosikan konektivitas dan kerja sama
antara Tiongkok dengan negara-negara lain yang dimaksudkan untuk
menghubungkan dan mengembangkan sektor perekonomian Eurasia melalui
investasi, perdagangan, dan infrastruktur. Kebijakan ini dicanangkan pertama kali

pada tahun 2013 oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dalam pidatonya ketika ia



menghadiri dua acara yang berbeda (Shang, 2019). Pertama, saat ia mengunjungi
Universitas Nazarbayev di Kazakhstan dengan menyebutkan akan membangun
Jalan Sutra Sabuk Ekonomi atau Silk Road Economic Belt melalui promosi
koordinasi kebijakan, penghubungan jalan, serta penguatan ikatan secara people-
to-people (The State Council The People's Republic of China, 2016). Kedua,
Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa Tiongkok siap untuk bekerja sama dengan
organisasi regional Asia Tenggara, ASEAN (the Association of South East Asian
Nations) dalam membangun 21st Century Maritime Silk Road yang dianggap
mampu menjadi jembatan untuk memperkuat konektivitas dan mempromosikan
kerja sama maritim (Shang, 2019).

Sesuai dengan yang disebutkan oleh Presiden Xi Jinping dalam pidato-
pidatonya, kebijakan (BRI) Belt and Road Initiative terdiri atas dua aspek utama,
yakni the Silk Road Economic Belt dan the 21st Century Maritime Silk Road. Fokus
utama dari the Silk Road Economic Belt ialah menghubungkan Tiongkok dengan
Asia Tengah, Rusia, negara-negara Baltik, Tiongkok dengan Teluk Persia dan Laut
Mediterania melalui Asia Tengah dan Asia Barat, dan Tiongkok dengan Asia
Tenggara, Asia Selatan, dan Samudera Hindia (Shang, 2019) (Smith, 2018).
Sedangkan, the 21st Century Maritime Silk Road dirancang atas dua rute. Pertama,
dari Pesisir Tiongkok menuju Eropa melalui Laut Tiongkok Selatan dan Samudera
Hindia. Kedua, dari Pesisir Tiongkok melalui Laut Tiongkok Selatan ke Kawasan
Pasifik Selatan (Smith, 2018). Dengan demikian, BRI merupakan mega proyek
mengingat cakupan kawasannya yang luas melintasi tiga benua, Asia, Eropa, dan
Afrika (Anam & Ristiyani, 2018,). Sehingga, dalam penerapannya diperlukan
koordinasi namun tidak terbatas pada peningkatan kesepahaman dan kepercayaan
politik, perluasan kepentingan bersama, serta kerja sama regional.

Kerja sama regional yang dibutuhkan demi kelancaran berjalannya BRI
turut pula dibutuhkan oleh salah satu komponennya, the 21st Century Maritime Silk
Road (MSR). Kerja sama yang dimaksud termasuk atas pengembangan
perdagangan maritim, ekonomi dan perhubungan, pembangunan pelabuhan, serta
pemeliharaan jalur laut yang aman dan lancar (Office of the Leading Group BRI,
2017). Dalam memprioritaskan MSR, kerja sama maritim diperlukan untuk

menunjang perekonomian akan berfokus pada keterhubungan Tiongkok dengan



negara-negara di Asia bahkan benua lain. Kerja sama ekonomi untuk menunjang
konektivitas Tiongkok melalui jalur maritim yang kebanyakan melalui Laut
Tiongkok Selatan.

Namun, Laut Tiongkok Selatan telah menjadi “panggung” persengketaan
yang melibatkan beberapa negara di sekitarnya seperti Filipina, Brunei Darussalam,
Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Tiongkok (Teixeira, 2021). Persengketaan
kawasan ini dilatarbelakangi oleh klaim tumpang tindih atas kepemilikan kawasan
oleh negara-negara terlibat. Laut Tiongkok Selatan dikenal sebagai salah satu
kawasan penting yang menjadi jalur singgah perdagangan via perairan. Selain itu,
kawasan ini memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), baik yang terbaharukan
maupun yang tidak terbaharukan seperti cadangan minyak dan gas alam yang
terletak di dasar lautannya. Dengan demikian, kawasan Laut Tiongkok Selatan
diperebutkan kepemilikannya.

Meskipun Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations
Convention on Law of the Sea (UNCLOS) sudah terbentuk pada tahun 1982 silam,
konvensi ini terbukti belum mampu menyelesaikan permasalahan terkait
persengketaan kawasan ini yang dapat dilihat melalui dinamika persengketaan di
kawasan Laut Tiongkok Selatan. UNCLOS ditujukan untuk meregulasi segala
urusan terkait perairan termasuk aturan mengenai batasannya, hak dan kewajiban
setiap negara dalam perairannya, dan lain sebagainya. Perbedaan interpretasi tiap
negara atas Konvensi Hukum Laut Internasional ini yang menyebabkan
persengketaan Laut Tiongkok Selatan semakin memanas (Joshi, Prashant dkk.,
2021) Dengan beragamnya interpretasi atas pasal dan ayat dari Konvensi Hukum
Laut Internasional mengakibatkan negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini
menjatuhkan klaim-klaim khususnya terhadap Kepulauan Spratly dan Paracel yang
terletak di titik tengah strategis kawasan Laut Tiongkok Selatan (Poling, 2019).
Klaim atas kawasan ini dilandaskan pada kepentingan nasional tiap-tiap negara
terlibat, termasuk Tiongkok (Kaplan, 2020) .

Tiongkok mengajukan klaim kepemilikan kawasan ini dengan akumulasi
sebesar 90 persen dari total keseluruhan luas Laut Tiongkok Selatan berdasarkan
Sembilan Garis Putus-Putus atau yang disebut sebagai Nine-Dash Line . Pernyataan

terkait Nine-Dash Line pertama kali diajukan oleh Tiongkok pada tahun 1949



dengan berlandaskan pada klaim sejarah atau “Special Historic Rights”. Meskipun
pemerintah Tiongkok tidak pernah memberikan bukti relevan untuk kepemilikan
teritori Laut Tiongkok Selatan, tokoh Tiongkok beranggapan adanya empat dasar
klaim “Special Historic Rights” seperti catatan penangkapan ikan, catatan
ekspedisi militer sporadis khususnya pada masa Dinasti Cheng Ho dan Dinasti
Ming, catatan penamaan, serta catatan tentang batas administrasi (Korkut & Kang,
2017). Klaim ini dimulai dari wilayah Selatan Tiongkok yang mencakup teritori
negara lain yang terletak di dekat kawasan Laut Tiongkok Selatan antara lain negara
Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, serta Taiwan.

Klaim Tiongkok atas kawasan Laut Tiongkok Selatan pun menjadi
permasalahan serius yang akhirnya dibawa oleh Filipina sebagai negara terlibat
pada tahun 2013 ke Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of
Arbitration (PCA) untuk diupayakan penyelesaiannya untuk pertama kali (Korkut
& Kang, 2017). Akan tetapi, Tiongkok menolak untuk terlibat dalam persidangan
dengan menerbitkan Kertas Posisi atau position paper yang berintikan bahwa
Mahkamah Arbitrase Internasional tidak memiliki wewenang untuk menangani
permasalahan terkait kedaulatan tersebut karena Tiongkok menganggap
permasalahan tersebut berada di luar kendali UNCLOS. Hingga pada tahun 2016,
putusan akhir dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional yang
menyatakan bahwa mahkamah menolak klaim sejarah Tiongkok dan klaim lainnya
seperti nine-dash line dengan menyebutkan klaimnya tidak berdasarkan hukum
(Korkut & Kang, 2017) (Permanent Court of Arbitration, 2016). Namun, Tiongkok
menolak hasil putusan tersebut dan tetap berusaha keras untuk mempertahankan
klaimnya atas kawasan Laut Tiongkok Selatan yang bahkan tertera dalam Chinese
Defence White Paper tahun 2019 dengan menyebutkan bahwa Laut Tiongkok
Selatan tidak dapat dipisahkan dari teritori Tiongkok ( Asia Maritime Transparency
Initiative, 2018). Pembangunan pulau buatan oleh Tiongkok ditujukan untuk
meningkatkan kapabilitas untuk mengontrol dan mendominasi kawasan Laut
Tiongkok Selatan. Untuk memenangkan “perlombaan” antara negara terlibat di
kawasan ini juga, dapat dilakukan dengan intimidasi dan investasi yang salah

satunya melalui reklamasi pulau (AlMannai, 2019).



Aturan mengenai artificial islands di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tertera
dalam UNCLOS Pasal 60 Ayat (1) menyebutkan bahwa negara berpantai memiliki
hak eksklusif untuk membangun pulau buatan atau reklamasi dengan catatan tidak
memengaruhi batasan laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi
eksklusif dengan memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 60 Ayat (7):

“Artificial islands, installations and structures, and the safety zones

around them may not be established where interference may be caused

to the use of recognized sea lanes essential to international

navigation”

Meskipun Tiongkok berdalih bahwa reklamasi dilakukan untuk kebutuhan
navigasi, pulau buatan tersebut nyatanya digunakan sebagai pangkalan militer
Tiongkok (Center for Strategic and International Studies, 2024). Terlebih lagi,
Tiongkok menggunakan pulau-pulau tersebut untuk meningkatkan kapabilitas
militernya. Sejak tahun 2015, pulau reklamasi Tiongkok dipasok dengan peralatan
militer yang canggih seperti radar, pertahanan udara, serta lapangan terbang (Asia
Maritime Transparency Initiative, 2024)

Selain pereklamasian pulau, Tiongkok juga mengambil tindakan tegas
terhadap negara lain yang dianggap mengancam “kedaulatan” Tiongkok di sekitar
kawasan Laut Tiongkok Selatan termasuk negara-negara yang terlibat dalam
sengketa kawasan. Mulai dari patroli militer yang dilakukan oleh tentara Angkatan
Laut Tiongkok, coast guard atau penjaga laut dan pantai, dan China Maritime
Millitia atau Milisi Maritim China, sekelompok masyarakat sipil yang tergabung
dalam organisasi massa bersenjata (Teixeira, 2021). Patroli militer yang
dilaksanakan oleh Tiongkok acapkali bersitegang dan berkonfrontasi dengan
tentara dari negara lain, seperti Filipina dan Vietnam. Jauh sebelumnya, pada tahun
1974 dan 1988, terjadi bentrok antara angkatan laut Tiongkok dengan tentara
Vietnam yang menewaskan tentara hanya dari salah satu pihak, yakni tentara
Vietnam (Hanifudin dkk., 2023).

Tiongkok juga melakukan berbagai ancaman militer dengan tujuan
menghambat atau menghalangi negara lain dalam melakukan eksplorasi dan
eksploitasi di wilayah yurisdiksinya yang sesuai dengan aturan UNCLOS. Pada Juli

2017, Tiongkok mengultimatum Vietnam dengan aksi militer agar berhenti



melakukan drilling atau pengeboran minyak bumi yang padahal masih berada di
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam (Kuok, 2019). Pada tahun 2018, Tiongkok
memberikan peringatan serupa ketika Vietnam berniat untuk mengebor minyak dan
gas bumi di ZEEnya (Kuok, 2019). Ancaman militer oleh Tiongkok disebabkan
oleh keyakinan atas kepemilikan kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Selain itu, tindakan ofensif ini juga ditujukan kepada Filipina melalui
serangan terhadap perahu nelayan yang berlayar di sekitar Reed Bank, kawasan
ZEE Filipina. Tindakan tersebut berkonsekuensi tenggelamnya perahu tersebut
pada tahun 2019 tanpa pertanggungjawaban dari Tiongkok (Kuok, 2019). Bahkan,
dalam beberapa waktu terakhir tepatnya pada Juni 2024, adanya konfrontasi antara
Filipina dan Tiongkok yang diakibatkan oleh bertabraknya dua kapal dari negara
terlibat yang dipicu oleh pengabaian peringatan yang diberikan oleh Tiongkok
(Reuters, 2024). Tindakan ofensif oleh Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok
Selatan telah menyebabkan eskalasi konflik yang mampu berdampak pada
penurunan kestabilan keamanan kawasan (Thayer, 2023). Apabila terbukti
demikian, akan berkonsekuensi pada kelancaran terlaksananya kebijakan BRI.

Berdasarkan latar belakang, ada urgensi dan ketertarikan dari Penulis untuk
melakukan penelitian atas isu tersebut. Pertama, Tiongkok telah menyebutkan
bahwa Laut Tiongkok Selatan berperan penting dalam memenuhi dan mencapai
kepentingan nasionalnya yang diagendakan dalam kebijakan luar negeri “Silk Road
Economic Belt” dan khususnya “the 21st Century Maritime Silk Road” yang akan
terwujud melalui penguatan kerja sama maritim yang perlu dilakukan mengingat
dua dari tiga rute MSR akan melewati kawasan Laut Tiongkok Selatan (Barman,
2023). Kedua, meskipun Tiongkok menyadari kerja sama maritim dengan negara
di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan memegang peranan besar atas
kesuksesan kebijakan Maritime Silk Road, Tiongkok tetap melakukan tindakan
yang dianggap ofensif terhadap negara lain yang menjatuhkan klaim kepemilikan
atas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus
dalam membahas mengenai alasan mengapa Tiongkok melakukan tindakan ofensif
yang berkontradiksi dengan kepentingan nasionalnya yang justru akan
menghambat terwujudnya kepentingan nasional Tiongkok, Belt and Road Initiative
(BRI) khususnya Maritime Silk Road (MSR).



1.2. Rumusan Masalah

Sejak diumumkannya kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) oleh
Tiongkok pada tahun 2013 dengan Laut Tiongkok Selatan sebagai salah satu
kawasan yang mampu menunjang tercapainya komponen kebijakan tersebut, yakni
Maritime Silk Road (MSR), Tiongkok berupaya untuk melakukan kerja sama
khususnya di bidang maritim. Namun, Tiongkok melakukan tindakan asertif
sebagai cara yang diklaim untuk melindungi kedaulatan negaranya dari negara lain
di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan. Kontrasnya, Tiongkok hanya
memberlakukan asertivitas militernya di kawasan tersebut. Tindakan asertif
Tiongkok tersebut justru dinilai ofensif dan mampu mengancam kestabilan dan
keamanan kawasan.

Goran llik dan Vesna Shapkoski dalam karya mereka telah menganalisis
adanya dualisme kebijakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, di mana terdapat
kontradiksi antara upaya kerja sama melalui BRI dengan kebijakan asertivitas
militer yang diterapkan di kawasan tersebut. Sementara itu, literatur yang ditulis
oleh Kuik Cheng-Chwee turut menjelaskan mengenai adanya kontradiksi dalam
kebijakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Kuik menjelaskan bahwa
kontradiksi tervisualisasi melalui BRI dan asertivitas di Laut Tiongkok Selatan.
BRI merepresentasikan upaya ekonomi dan diplomatik Tiongkok untuk
mempromosikan kerja sama regional dengan pendekatan yang lebih bersifat damai.

Sebaliknya, asertivitas Tiongkok dengan klaim teritorial dan kehadiran
militernya mencerminkan sikap yang lebih keras. Pendekatan ganda ini
menggambarkan ketegangan antara kebutuhan Tiongkok akan stabilitas regional
untuk mendukung pertumbuhan ekonominya melalui BRI dan keinginannya untuk
menegaskan klaim teritorialnya. Hal ini memunculkan gap penelitian, Tiongkok
yang memerlukan kesinergisan dengan negara lain khususnya di sekitar kawasan
Laut Tiongkok Selatan untuk kerja sama maritim demi menunjang tercapainya
kebijakan BRI tetapi justru bertindak asertif ofensif terhadap negara-negara yang

dapat membantu terjalinnya kerja sama maritim tersebut. Berdasarkan penjelasan



yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk meneliti dengan fokus pada rumusan
masalah yaitu: "Bagaimana Tiongkok menyelesaikan kontradiksi mengenai
kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) di Laut Tiongkok Selatan?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Mendeskripsikan penerapan Belt and Road Initiative (BRI) dan Maritime Silk
Road (MSR) di Laut Tiongkok Selatan; dan

2. Menjelaskan hedging strategy Tiongkok dalam penerapan Belt and Road
Initiative (BRI) di kawasan Laut Tiongkok Selatan.



1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang mampu
memberikan pemahaman mengenai penerapan Belt and Road Initiative (BRI) dan
Maritime Silk Road (MSR) di Laut Tiongkok Selatan. Dengan penelitian ini,
diharapkan akan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang
melatarbelakangi terjadinya kontradiksi kebijakan di kawasan Laut Tiongkok
Selatan. Dengan memahami kompleksitas ini secara lebih mendalam, para pembaca
akan memperoleh pengetahuan tambahan terkait kebijakan-kebijakan Tiongkok di
kawasan Laut Tiongkok Selatan. Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini
dapat berkontribusi sebagai bahan kajian dalam Hubungan Internasional,

khususnya dalam kajian kebijakan luar negeri.



1.  TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi menjadi
tiga bagian. Bagian pertama penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang
menjadi rujukan bagi penulis dalam memilih konsep yang akan digunakan dalam
penelitian ini. Bagian kedua merupakan penjelasan terkait landasan konseptual
yang memuat konsep yang akan membantu penulis dalam menganalisis yakni teori
Kebijakan Luar Negeri dan konsep Hedging Strategy dan konsep asertivitas. Bagian
terakhir akan memuat kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menciptakan alur

pikir yang diterapkan dalam penelitian ini.

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah serangkaian studi yang dijadikan acuan utama
untuk memahami informasi, wawasan, teori, dan konsep yang berkaitan dengan
topik yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan
beberapa studi terdahulu sebagai bahan rujukan yang berguna untuk menunjang
analisis penulis dalam menentukan unsur kebaharuan, termasuk konsep atau teori
yang akan digunakan untuk meneliti isu ini. Secara khusus, penelitian yang
berfokus pada kontradiksi kebijakan Tiongkok dalam penerapan Belt and Road
Initiative (BRI) di kawasan Laut Tiongkok Selatan belum banyak dijadikan sebagai
fokus pembahasan untuk dieksplorasi. Namun, terdapat sejumlah penelitian terkait
dengan topik ini yang telah dilakukan oleh para akademisi lain.

Dalam mendapatkan unsur kebaharuan, penulis menggunakan dua jenis
aplikasi yang mampu menunjang penyusunan penelitian ini yakni Publish or Perish
yang digunakan untuk menghimpun metadata dan VVosViewer sebagai alat pengolah
metadata yang telah dihimpun dengan cara menggunakan kata kunci spesifik
disesuaikan dengan topik yang ingin dianalisis. Penulis menggunakan beberapa
kata kunci: China, South China Sea, Belt and Road Initiative, Maritime Silk Road,
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dan National Interest. Melalui sejumlah kata kunci tersebut, penulis memperoleh
500 karya akademik baik artikel jurnal, buku, maupun laporan yang membahas
mengenai kebijakan Belt and Road Initiative, Maritime Silk Road, dan sengketa
kawasan Laut Tiongkok Selatan. Melalui pengolahan metadata tersebut, penulis
menemukan minimnya penelitian yang berfokus pada kontradiksi kebijakan yang
ditempuh oleh Tiongkok. Sehingga, penulis merasa bahwa topik tersebut perlu
mendapatkan pembahasan lebih mendalam mengenai kontradiksi kebijakan
Tiongkok dalam penerapan Belt and Road Initiative dengan lokus di kawasan Laut
Tiongkok Selatan. Berikut hasil dari pengolahan data VVosViewer:

china
ad initiative ‘

ali

S, vosviewer

stragegy

b g

road ‘a(lve ,‘ belt roadinitiative

south diina sea
nationgiinterest

'OSviewer

Gambar 2. 1 Hasil VosViewer
Sumber: Diolah oleh Penulis untuk kepentingan penelitian
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Penelitian pertama ialah tulisan penelitian oleh Indriana Kartini (2015).
Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis kebijakan Jalur Sutra
Baru yang diusulkan oleh Tiongkok yang diumumkan oleh Presiden Xi Jinping
pada tahun 2013. Data dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang relevan
dalam menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi hadirnya kebijakan Belt
and Road Initiative (BRI) serta implikasinya terhadap kekuasaan Amerika Serikat.
Kartini menggunakan konsep geopolitik dan geoekonomi, kebijakan luar negeri,
dan hegemonic stability theory untuk mengkaji kebijakan BRI. Kartini menyatakan
bahwa ada dua implikasi kebijakan BRI, yaitu sebagai peluang dan sebagai
ancaman. Kartini menemukan beberapa penemuan yaitu faktor yang mendorong
Tiongkok untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Pertama, faktor internal
Tiongkok seperti kebutuhan terkait keamanan energi domestik Tiongkok dan
jaminan pembangunan ekonomi. Kedua, faktor eksternal berupa kebijakan “Pivot
to Asia” strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Penelitian kedua ialah tulisan penelitian oleh Kuik Cheng-Chwee (2017).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis
dorongan struktural dan kepentingan domestik Tiongkok di balik kebijakan Laut
Tiongkok Selatan yang terlaksanakan secara lebih tegas khususnya dalam bidang
maritim. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan konsep Legitimasi Politik
Domestik yang melibatkan elite pemerintah untuk menjustifikasi otoritas mereka
berdasarkan legitimasi kinerja dan legitimasi nasionalis. Kuik menemukan bahwa
kontradiksi dari kebijakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan merupakan
manifestasi dari gabungan antara dorongan struktural dan kepentingan
domestiknya. Kontradiksi yang dimaksud ialah kebijakan Belt and Road Initiative
(BRI) dan ketegasan maritimnya di Laut Tiongkok Selatan. BRI yang dicanangkan
sebagai kebijakan yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dan konektivitas
ekonomi, termasuk bidang maritim. Namun, tindakan tegas Tiongkok di Laut
Tiongkok Selatan dianggap berisiko mengganggu stabilitas di kawasan tersebut.
Secara keseluruhan, penelitian ini mampu memberikan analisis bahwa adanya
faktor yang melatarbelakangi tindakan kontradiksi Tiongkok terkait kebijakan-

kebijakannya di kawasan Laut Tiongkok Selatan.
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Penelitian ketiga ialah tulisan penelitian oleh ChenChen Chen dan Le Yao
(2017). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang bersumber
dari data sekunder yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, laporan resmi,
reportase berita terkait topik yang dibahas, dan sumber lainnya. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis signifikansi dari Belt and Road Initiative (BRI) dalam
gambaran umum kebijakan luar negeri Tiongkok. Konsep yang digunakan dalam
penelitian ini adalah konsep Kepentingan Nasional yang berdampak pada kebijakan
luar negeri Tiongkok khususnya terkait Laut Tiongkok Selatan. Artikel ini
membahas mengenai promosi kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) serta
Maritime Silk Road (MSR) oleh Tiongkok sebagai bagian dari kebijakan tersebut.
Untuk memastikan berjalannya BRI dan MSR, Tiongkok menyesuaikan kebijakan
luar negerinya di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan dan melakukan
konsolidasi rasa saling percaya dengan negara yang terlibat sengketa di kawasan
tersebut. Penelitian ini menganggap bahwa MSR mampu menjadi peluang untuk
menyelesaikan permasalahan maritim di Laut Tiongkok Selatan.

Penelitian keempat ialah tulisan penelitian oleh Faesal AlMannai (2019).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis faktor
yang mendorong Tiongkok dalam melakukan pembangunan pulau atau reklamasi
di kawasan laut Tiongkok Selatan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan alasan
yang memungkinkan bagi Tiongkok seperti peluang keuntungan dalam segi
ekonomi dan militer. Reklamasi pulau oleh Tiongkok ini memicu reaksi dari negara
di sekitar Laut Tiongkok Selatan seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Menurut
UNCLOS, dengan reklamasi Tiongkok akan mampu mengakuisisi Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) dan melakukan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut. Dengan
demikian, AlMannai menyimpulkan bahwa reklamasi akan mampu memengaruhi
dinamika ZEE yang artinya Tiongkok akan mampu mengklaim lebih banyak daerah
di perairan laut.

Penelitian kelima ialah tulisan penelitian oleh Goral Ilik dan Vesha
Shapkoski (2022). Dengan menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri, penulis
memberikan analisis mengenai ambisi Tiongkok yang terindikasikan melalui
kebijakan yang dicanangkannya baik terkait Belt and Road Initiative (BRI) maupun

sengketa kawasan Laut Tiongkok Selatan. Dalam perkembangannya sejak
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diumumkan, pembangunan BRI bukan hanya mengenai infrastruktur terkait
konektivitas namun juga membentuk politik dan pengaruh diplomatik yang
memengaruhi posisi kekuasaan tatanan dunia melalui tindakan asertif Tiongkok
seperti pembangunan infrastruktur militer dan reklamasi pulau di kawasan yang
disengketakan. Tindakan tersebut tetap dilakukan meskipun sudah adanya
penolakan atas klaim Tiongkok “Nine Dash Line” oleh Mahkamah Arbitrase
Internasional. Ilik dan Shapkoski menggagas bahwasanya meskipun ketegasan
tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan akan membantu proses perkembangan
BRI, namun tindakan tersebut mampu pula bertransformasi menjadi ancaman
dalam implementasinya. BRI justru tervisualisasikan sebagai hard power yang
bertolak belakang dengan prinsip kebijakan luar negeri Tiongkok: Untuk
menciptakan lingkungan eksternal yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi
domestik Tiongkok.
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2.2. Landasan Analitis

Landasan analitis memuat teori dan konsep yang penting dalam
menjalankan dan menyusun sebuah penelitian guna merancang kerangka pemikiran
dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini, terdapat konsep utama yang menjadi
fokus, yaitu teori kebijakan luar negeri yang digunakan dalam landasan analisis
oleh penulis untuk mengembangkan kerangka analisis penelitian. Penelitian ini
berfokus pada adanya indikasi kontradiksi kebijakan Tiongkok di kawasan Laut
Tiongkok Selatan terkait dengan Belt and Road Initiative (BRI) dengan
menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kontradiksi kebijakan ini
yang kemungkinan dilatarbelakangi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang
dihadapi oleh Tiongkok. Oleh karena itu, teori dan konsep yang dipilih oleh Penulis
mampu menjelaskan bagaimana proses pemutusan tindakan suatu negara dalam
bentuk kebijakan luar negeri dan bagaimana proses tersebut menghasilkan suatu

kontradiksi atas kebijakan-kebijakan Tiongkok.

2.2.1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan suatu konsep yang mencakup serangkaian
tindakan dan keputusan yang diambil oleh suatu negara dalam hubungannya dengan
negara lain. Kebijakan luar negeri ditujukan untuk beberapa kepentingan seperti
untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasional, meningkatkan keamanan,
mempromosikan perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara
tersebut. Kebijakan luar negeri terdiri atas berbagai aspek, termasuk diplomasi,
perdagangan, keamanan, dan budaya.

Menurut Jean-Frederic Morin dan Jonathan Paquin, kebijakan luar negeri
ditegaskan sebagai tindakan dari otoritas politik yang independen yang hanya
dimiliki oleh negara-negara berdaulat. Kebijakan luar negeri juga dirujuk kepada
tindakan atau peraturan yang mengatur suatu tindakan karena kebijakan memiliki
makna yang bervariasi atau polisemi. Kebijakan luar negeri berfokus pada interaksi
antara aktor-aktor dengan lingkungan mereka yang mana membahas mengenai

konteks internasional. Kebijakan luar negeri bersifat fluktuatif yang artinya apa



16

yang dianggap sebagai kebijakan luar negeri hari ini belum tentu akan dianggap
demikian di hari kemarin ataupun di keesokan hari (Morin & Paquin, 2018).

Kebijakan luar negeri dari suatu negara pula didasarkan pada tiap-tiap
negara. Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwasanya politik internasional
didasarkan pada perjuangan untuk meraih power atau kekuasaan. Artinya, negara
bertindak untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan mereka dalam
sistem internasional yang anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi yang
mengatur interaksi antar negara. Morgenthau menekankan bahwa kebijakan luar
negeri harus didasarkan pada kepentingan nasional yang didefinisikan dalam istilah
kekuasaan. Kepentingan nasional ini adalah panduan utama bagi pembuat
kebijakan dalam menentukan tindakan di arena internasional. Meskipun demikian,
dalam realitanya negara perlu mengkonsiderasikan kekuasaan dan kepentingan
nasionalnya dalam pengambilan keputusan (Morgenthau, 2006).

Dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri dari suatu
negara, Valerie M. Hudson dan Benjamin S. Day mendeskripsikan adanya level
analisis dalam menjelaskan mengenai faktor pembentuk kebijakan luar negeri.
Faktor psikologis politik, dinamika kelompok, dan konteks sosial budaya
dikelompokkan menjadi pendekatan mikro ( Hudson & Day, 2020). Contohnya
ialah persepsi pribadi pemimpin, bias kognitif, tekanan kelompok, dan narasi
dominan yang beredar dalam masyarakat mampu secara signifikan memengaruhi
arah dan substansi kebijakan luar negeri suatu negara.

Namun, faktor psikologis politik dapat digunakan untuk menganalisis
terbentuknya suatu kebijakan luar negeri hanya dalam tujuh kondisi. Pertama,
bagaimana pemimpin dalam memimpin suatu rezim. Kedua, ketika Sang Pemimpin
tertarik dalam kebijakan luar negeri. Ketiga, saat krisis. Keempat, ketika
pengambilan keputusan terjadi dalam lingkungan yang tidak pasti dan minim
informasi. Kelima, ketika seorang pemimpin tidak berpengalaman dalam ranah
kebijakan luar negeri. Keenam, pemimpin memiliki keahlian dalam suatu isu atau
wilayah tertentu. Ketujuh, ketika pemimpin memiliki gaya kepemimpinan Hands-
on atau menugaskan seseorang untuk mengambil alih kursi pemegang keputusan.

Terakhir, ketika adanya dinamika kelompok tertentu (Hudson & Day, 2020).
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Dinamika kelompok juga berdampak pada keputusan akhir suatu kebijakan

yang diputuskan berdasarkan proses negosiasi internal negara, adanya konflik

kepentingan para pembuat keputusan, dan koalisi. Sedangkan konteks sosial-

budaya berpengaruh pada persepsi atas ancaman dan peluang. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa pendekatan mikro melihat bahwa kebijakan luar negeri

ialah cerminan atas interaksi antaraktor dengan konteks sosial-politik.

Sementara itu, yang disebut sebagai pendekatan makro membahas

mengenai keterhubungan atribut nasional yang mampu memengaruhi arah dari

kebijakan luar negeri yang akan diambil. Atribut nasional sebagai berikut (Hudson
& Day, 2020):

1.

Ukuran Negara

Negara berwilayah luas biasanya memiliki kepentingan strategis dan sumber
daya alam yang beragam, sehingga kebijakan luar negerinya lebih kompleks,
mencakup perlindungan perbatasan, eksploitasi sumber daya, dan pengaruh
geopolitik. Sebaliknya, negara kecil cenderung fokus pada isu keamanan dan
ekonomi yang spesifik.

Sumber Daya Alam

Ketersediaan atau kekurangan sumber daya alam dapat mendorong negara
untuk mencari aliansi atau konflik dengan negara lain.

Geografi

Geografi berhubungan erat dengan Sumber Daya Alam (SDA). Banyak konflik
yang terjadi dilatarbelakangi oleh perebutan suatu kawasan oleh negara-negara
yang dipengaruhi dari SDA yang terdapat di wilayah geografis tersebut
sehingga menjadi faktor penentu kebijakan luar negeri yang diambil.
Demografi

Kebijakan luar negeri dapat mencerminkan kepentingan populasi yang
beragam dan disebabkan oleh aspek-aspek demografi yang mampu
memengaruhi prioritas kebijakan luar negeri.

Sistem Politik

Sistem politik membentuk konteks kebijakan luar negeri yang dirumuskan,

memengaruhi prioritas, tujuan, dan strategi yang diadopsi oleh suatu negara.
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Sistem politik mencakup struktur pemerintahan, proses pengambilan
keputusan, dan ideologi yang dianut oleh negara tersebut.

6. Kapabilitas Ekonomi
Kapabilitas ekonomi mencakup kekuatan ekonomi, perkembangan industri,
dan akses sumber daya alam. Kapabilitas ini tidak hanya berupa kemampuan
material, tetapi juga mencakup pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk
mencapai kebijakan luar negeri. Kapabilitas ekonomi juga berhubungan
dengan keadaan ekonomi domestik suatu negara.

7. Kapabilitas Militer
Kapabilitas militer berperan besar dalam penentu keefektivitasan kebijakan
luar negeri suatu negara seperti melalui melalui proyeksi kekuatan,
pencegahan, diplomasi militer, atau peran aktif dalam organisasi internasional.

Berikut ialah skema pendekatan makro yang mencakup ketujuh atribut

nasional sebagai pembentuk kebijakan luar negeri suatu negara:

Pendekatan Makro Pembentuk
Kebijakan Luar Negeri

[ Faktor Fisik atan Material ] [ Faktor Kapabilitas ] [ Faktor Struktural ]

Gambar 2. 2 Skema Atribut Nasional
Sumber: diolah oleh Penulis
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2.2.2. Konsep Hedging Strategy

Hedging strategy merupakan konsep terkait pendekatan kebijakan luar
negeri mengenai pengelolaan kepentingan nasional. Inti dari strategi ini ialah
bagaimana negara berperilaku kompetitif dan kooperatif di waktu yang bersamaan.
Menurut Stiles, hedging strategy digunakan oleh negara dan aktor di dalamnya
untuk membatasi komitmen mereka terhadap suatu perjanjian sekaligus melindungi
negara dari resiko melalui diversifikasi komitmen (Stiles, 2018). Diversifikasi
komitmen dalam konteks hedging strategy mengacu pada upaya negara dengan
menyebarkan komitmen dalam bentuk kerja sama, perjanjian, pembahasan
mengenai suatu isu, dan bentuk komitmen lainnya. Tujuan dari hedging strategy
ialah untuk mengelola kepentingan nasional yang beragam di tengah ketidakpastian
mengenai distribusi kekuasaan (Pujol, 2024). Hedging strategy juga dikatakan
sebagai strategi yang mempersiapkan untuk skenario terbaik dan skenario terburuk
(Chwee, 2016; Wang, 2021). Gonzalez-Pujol mengemukakan bahwa hedging
strategy dianggap sebagai strategi yang menggabungkan instrumen dari strategi-
strategi lain seperti balancing dan bandwagoning tanpa berpihak pada sisi
manapun. Dengan demikian, hedging strategy terletak di titik tengah antara
kepercayaan dan ketidakpercayaan yang mengizinkan negara untuk terlibat dalam
suatu perjanjian atau kesepakatan tanpa menaruh kepercayaan sepenuhnya.

Strategi hedging mendorong negara untuk bertindak lebih leluasa atau
fleksibel dalam interaksi antarnegara, khususnya dalam upaya memenuhi
kepentingan nasionalnya. Dalam strategi ini, negara dapat mengkombinasikan
keterlibatan secara ekonomi dan politik dengan kekuatan besar yang mengancam
sambil secara bersamaan menjaga hubungan keamanan, pun sebaliknya (Lim &
Cooper, 2015). Hedging strategy menjelaskan bahwasanya negara mengadopsi
strategi ini untuk membantu dalam menemukan keseimbangan yang memuaskan
antara kepentingan-kepentingannya yang harus dipenuhi. Kepentingan nasional
dapat dicapai melalui kebijakan luar negeri. Kuik menyatakan bahwa melalui
pendekatan hedging strategy, adanya kemungkinan dampak yang kontradiktif atau
saling bertentangan dalam upaya menyeimbangkan antara keuntungan maksimal

dan potensi risiko yang akan didapatkan dari pengimplementasian kebijakan luar
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negeri suatu negara (Kuik, 2008). Kontradiksi muncul sebagai akibat dari
penerapan hedging strategy yang menitikberatkan pada inkoherensi dan kontradiksi
perilaku kooperatif dan kompetitif suatu negara (Pujol, 2024). Dalam implementasi
strategi hedging, suatu negara dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang
bertentangan atau kontradiktif (Lim & Cooper, 2015). Contohnya, perilaku
kompetitif suatu negara seperti persaingan kemampuan militer dan pendorongan
kerja sama ekonomi sebagai perilaku kooperatif.

Dalam strategi hedging, aspek kooperatif atau yang disebut sebagai return-
maximizing dapat berbentuk pendorongan kerja sama ekonomi atau economic-
pragmatism. Pada dasarnya, economic-pragmatism dapat diartikan sebagai
pendekatan kebijakan yang mengutamakan aspek pragmatisme dalam hubungan
ekonomi tanpa terikat pada pertimbangan ideologi atau politik dengan tujuan
memaksimalkan keuntungan ekonomi nasional. Menurut Kuik Cheng-Chwee,
dalam “How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN states’ alignment
behavior towards China”, economic-pragmatism sebagai komponen strategi
hedging terdiferensiasi dari pendekatan ekonomi biasa (Kuik, 2016). Pertama,
economic-pragmatism menekankan pada pengembangan hubungan ekonomi yang
bersifat pragmatis dengan berbagai pihak, termasuk negara yang kemungkinan
memiliki ketegangan politik, perbedaan ideologi, dan sengketa teritorial. Kedua,
economic-pragmatism tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi jangka
pendek, namun juga mengutamakan pembangunan interdependensi ekonomi
jangka panjang sebagai upaya mitigasi potensi konflik (Chwee, 2016).

Kuik Cheng-Chwee mengidentifikasi beberapa indikator utama dari karya-
karyanya dalam menganalisis implementasi economic-pragmatism sebagai
komponen strategi hedging. Pertama, peningkatan kerja sama ekonomi bilateral dan
multilateral. Kedua, pengembangan infrastruktur dan konektivitas lintas batas yang
bukan hanya dimanfaatkan sebagai fasilitas perdagangan dan investasi, namun juga
guna menciptakan interdependensi yang dapat memperkuat hubungan ekonomi
antarnegara. Ketiga, fasilitas investasi dan perdagangan (Kuik, 2008; Kuik, 2016).

Sama halnya dengan strategi lain, pada dasarnya strategi hedging memiliki
peluang dan risiko yang perlu diperhitungkan oleh negara dalam menentukan

kebijakan luar negeri. Strategi hedging memberikan mekanisme berupa perilaku
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kooperatif dan kompetitif yang dapat diterapkan oleh suatu negara. Mekanisme
yang diberikan strategi hedging ialah negara mampu menghindari dampak negatif
dari ketidakpastian sistem. Di sisi lain, risiko muncul dari kontradiksi antara
perilaku kooperatif dan kompetitif yang berlawanan. Oleh karena itu, strategi
hedging mampu menciptakan konflik dan kekhawatiran terkait keamanan dari aktor
terlibat yang secara kurang tepat menafsirkan hedging sebagai suatu strategi (Pujol,
2024).

2.3.  Assertiveness

Asertivitas merupakan istilah dalam disiplin ilmu komunikasi dan
psikologi yang dalam perkembangannya sering digunakan untuk mendeskripsikan
perilaku suatu negara dalam Hubungan Internasional. Istilah ini sering digunakan
dan mulai populer pada tahun 1970an (Spiegeleire, Chivot dkk., 2014)Perilaku
asertif terletak di antara dua perilaku; pasif dan agresif. Asertif dapat diartikan

sebagai perilaku yang menghargai hak atas diri sendiri dan hak orang lain.

Passive Assertive Aggressive

You step on me Both are protected | step on you

Gambar 2. 3 Perbedan antara perilaku pasif, asertif, dan agresif
Sumber: The Hague Centre for Strategic Studies

Dalam Hubungan Internasional, asertivitas merujuk pada sikap atau
pendekatan secara tegas, jelas, dan percaya diri yang ditempuh oleh suatu negara
dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya di ranah global. Meskipun asertif
merupakan perilaku netral, namun dalam penggunaannya sering diasosiasikan
dengan pengertian negatif. Istilah asertif dalam disiplin ilmu Hubungan
Internasional sebagai bentuk diplomasi asertif yang secara eksplisit mengancam
untuk memberlakukan konsekuensi terhadap aktor lain yang secara jelas lebih
tinggi daripada sebelumnya (Johnston, 2013). Elemen istilah asertif atau asertivitas
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berkaitan dengan interaksi antarnegara dan adanya ancaman yang diiringi dengan
eskalasi dari ancaman yang dimaksud.

Namun, dalam mendefinisikan perilaku asertif dalam disiplin ilmu
Hubungan Internasional diperlukan penekanan atas power atau kekuasaan
dibandingkan dengan konsekuensi. Kekuasaan nasional yang dimiliki oleh suatu
negara terdiferensiasi atas empat jenis. Pertama, kekuasaan yang diartikan sebagai
kekuasaan intrinsik yang dimiliki oleh suatu negara . Kedua, kekuasaan yang
dimiliki berdasarkan keinginan dan kemampuan negara tersebut dalam
mewujudkannya melalui tindakan nyata atau secara faktual. Ketiga, kekuasaan
yang diakui secara retoris melalui legitimasi aktor melalui kemampuan komunikasi
dan persuasi. Keempat, kekuasaan yang dirasakan oleh negara lain (Spiegeleire,
Chivot dkk., 2014). Dalam laporan The Hague Centre for Strategis Studies, ada dua
jenis asertivitas yakni asertivitas objektif dan subjektif. Asertivitas objektif ialah
perilaku asertif yang meningkat dalam setidaknya satu jenis kekuasaan. Sementara
itu, asertivitas subjektif adalah perilaku asertif yang dinilai oleh aktor lain baik
sesuai maupun tidak pada realitanya (Spiegeleire, Chivot dkk., 2014).

Berdasarkan konsep mengenai asertivitas dan perilaku asertif yang telah
diuraikan, terlihat bahwa kekuasaan dan asertivitas saling berkaitan dan tidak dapat
dilepaskan dari konteks strategis dan interaksi antarfaktor. Keempat jenis
kekuasaan, yakni intrinsik, faktual, retoris, dan yang dirasakan oleh aktor lain,
saling berinteraksi dalam membentuk kekuatan dan pengaruh dari suatu negara di
panggung interasional. Sedangkan, perbedaan antara asertivitas subjektif dan
objektif mendeskripsikan bahwa persepi dan interpretasi bersifat krusial dalam
menilai tindakan suatu negara. Dalam konteks tindakan negara, negara-negara
sering mengkombinasikan keempat jenis kekuasaan untuk mencapai kepentingan
nasionalnya. Contohnya ialah ketika suatu negara yang memiliki kekuasaan
intrinsik seperti kekuatan militer yang besar dapat menggunakan kekuasaan
retorisnya dalam memengaruhi negara lain. Dengan demikian, asertivitas bukan
hanya berdasarkan tindakan nyata, namun juga merupakan output dari konstruksi

dan interpretasi strategis dalam hubungan internasional.
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2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran untuk
membantu membangun pola pikir yang diterapkan dalam penelitian ini dan
untuk menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan terkait kontradiksi
kebijakan Tiongkok dalam penerapan Belt and Road Initiative di kawasan Laut

Tiongkok Selatan.
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Sengketa Kawasan Laut Tiongkok
Selatan yang Melibatkan Beberapa
Negara di Sekitarnya

Tindakan Asertif Ofensif
Tiongkok dalam Bidang
Maritim terhadap Negara Lain
yang Terlibat Sengketa di
Kawasan Laut Tiongkok Selatan

Kebijakan Belt and Road
Initiative oleh Tiongkok dengan
Komponen Maritim Silk Road
Melalui Kerja Sama Maritim

4[ Teori Kebijakan Luar Negeri ]7

Konsep Hedging Strategy sebagai
pendekatan kebijakan luar negeri
terdiri atas dua mekanisme, perilaku
kooperatif dan perilaku kompetitif di
waktu yang bersamaan.

Kontradiksi Kebijakan Tiongkok dalam
Penerapan Belt and Road Initiative di
Kawasan Laut Tiongkok Selatan

Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran
Sumber: diolah oleh Penulis



I11. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan aspek metodologis yang digunakan
dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas lima bagian, yaitu jenis penelitian yang
dilakukan, fokus penelitian, sumber data yang akan dicantumkan dalam penelitian,
metode pengumpulan data dan informasi, dan metode analisis data. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis
eksplanatif, dengan penelitian yang berfokus pada kontradiksi kebijakan Tiongkok
dalam penerapan Belt and Road Initiative (BRI) di kawasan Laut Tiongkok Selatan.
Penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data rujukan yang kemudian
akan dianalisis menggunakan metode kondensasi data guna menarik kesimpulan
yang sesuai. Dengan demikian, langkah-langkah ini dilakukan agar dapat
memahami mengenai faktor-faktor yang menimbulkan adanya kontradiksi di antara

kebijakan luar negeri Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode analisis eksplanatif. Penelitian kualitatif digunakan dalam menganalisis
suatu signifikansi pada berbagai tingkatan termasuk individu, kelompok, atau
masalah sosial (Creswell, 2014). Penggunaan metode kualitatif juga bertujuan
untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik atau
fenomena yang akan diteliti. Tujuan dari penggunaan metode kualitatif eksplanatif
ini ialah memberikan penjelasan terkait terjadinya suatu fenomena dengan disertai
hubungan sebab dan akibatnya. Penulis akan melakukan penyelidikan terhadap

suatu fenomena secara holistik dan deskriptif, serta menggunakan teknik
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eksplanatif untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis yang dilakukan
penulis terkait penelitian ini merujuk pada konsep dan teori terpilih yang kemudian
diperkuat dengan data yang telah dikumpulkan. Metode penelitian kualitatif ini
melibatkan observasi terhadap dokumen, transkrip, serta penghubungan teori dan
konsep yang relevan dengan fenomena kasus yang diteliti (Neuman, 2013).
Penelitian yang akan membahas mengenai kontradiksi kebijakan Tiongkok
dalam penerapan Belt and Road Initiative (BRI) di kawasan Laut Tiongkok Selatan
dianggap relevan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif.
Penelitian ini akan memaparkan dan menggali lebih dalam mengenai kebijakan luar
negeri yang diputuskan Tiongkok di kawasan sengketa dan berusaha menjelaskan
proses sebab-akibat dari kebijakan-kebijakan Tiongkok yang terindikasi adanya
kontradiksi dalam implementasi kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) di
kawasan Laut Tiongkok Selatan. Menurut Creswell, terdapat beberapa langkah
dalam melakukan suatu penelitian. Pertama, pemilihan masalah yang
mengharuskan untuk mengidentifikasi masalah yang spesifik dengan disertai
pertanyaan dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kedua, mengumpukan data
dari sumber-sumber yang mampu membantu mengkonstruksi permasalahan yang
dipilih. Selanjutnya, teori dan konsep yang dianggap relevan dipilih guna
menganalisis permasalahan yang telah dikonstruksi yang kemudian dilakukan
analisis permasalahan yang akan diinterpretasikan oleh penulis melalui suatu
kesimpulan (Creswell, 2014). Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan
mampu membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian secara lebih

mendetail.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk melimitasi sebuah penelitian agar tetap
sesuai konteks yang dimaksud dalam penelitian. Dengan demikian, fokus penelitian
diharapkan berguna bagi penulis untuk menganalisis objek penelitian. Penelitian ini
berfokus untuk membahas kontradiksi antara kebijakan-kebijakan luar negeri
Tiongkok. Penulis juga akan menjelaskan bagaimana tindakan asertif yang

dilakukan oleh Tiongkok terhadap negara yang terlibat persengketaan wilayah
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dalam bidang militer di kawasan Laut Tiongkok Selatan sebagai salah satu
kebijakan luar negerinya, bagaimana faktor-faktor berinteraksi dan berpengaruh
pada proses pemutusan suatu kebijakan luar negeri, serta bagaimana kemungkinan
hal tersebut berimplikasi pada kebijakan luar negeri yang diambil oleh Tiongkok
terkait pada Belt and Road Initiative (BRI) khususnya pada salah satu
komponennya, Maritime Silk Road (MSR).

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber data sekunder
yang dikumpulkan melalui studi pustaka sebagai sumber data. Data sekunder yang
dikategorikan sebagai sumber data terdiri atas bervariasinya sumber literatur tertulis
yang sesuai dengan penelitian seperti artikel, jurnal, buku, laporan tahunan terkait
topik yang menjadi fokus penelitian oleh Penulis termasuk dari Center for Strategic
and International Studies (CSIS), International Institute for Strategic Studies
(11SS), dan RAND Europe. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan
dengan kebijakan Tiongkok khususnya di kawasan Laut Tiongkok Selatan, seperti
artikel atau jurnal yang membahas mengenai Belt and Road Initiative (BRI) dan
Maritime Silk Road (MSR). Data lainnya yang penulis gunakan ialah data yang
bersumber dari laman atau portal berita daring yang terpercaya dalam memberikan
informasi lawas maupun terkini mengenai topik terkait penelitian khususnya
mengenai kawasan Laut Tiongkok Selatan, seperti BBC, CNN, South China
Morning Post, Aljazeera, dan The Guardian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan guna
mengumpulkan data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan memahami dan mempelajari
literatur dan dokumen yang berkaitan dengan kontradiksi kebijakan Tiongkok
dalam penerapan Belt and Road Initiative (BRI) di kawasan Laut Tiongkok Selatan,

kepentingan nasional Tiongkok, serta tindakan asertif Tiongkok yang dinilai ofensif
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ternadap negara lain yang memiliki klaim atas kawasan Laut Tiongkok Selatan.
Dengan menggunakan metode studi pustaka, penulis akan menyortir dan
mengkategorikan literatur dan dokumen sesuai dengan topik penelitian yang
kemudian dirangkum dan diinterpretasikan melalui tulisan dari penelitian ini secara

sistematis.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah di mana dilakukannya penguraian
masalah dari suatu penelitian yang diharapkan membantu penulis untuk menjawab
pertanyaan yang muncul dari penelitian. Menurut Miles dan Huberman, langkah
yang terdapat dalam analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif bersifat
repetitif dan berkesinambungan. Empat alur dalam teknik analisis data (Miles &
Huberman, 2018):

1. Pengumpulan Data
Tahap pertama dalam melakukan analisis data di mana penulis mengumpulkan
data secara keseluruhan tanpa dipilah terlebih dahulu. Penulis menghimpun
data yang secara umum terlihat berkaitan dengan topik penelitian penulis. Data
yang dikumpulkan terdiri atas berbagai sumber seperti laman dan dokumen
resmi dari suatu negara seperti State Council Information Office of China, the
State Council The People's Republic of China, lembaga-lembaga thinktank,
laporan dari berbagai sumber terpercaya seperti 11SS, RAND, CSIS, Reuters,
Asian Maritime Transparency Initiative. Selain itu, penulis juga
mengumpulkan literatur terkait yang bersumber dari artikel, jurnal, laman
resmi, dan sumber daring lainnya.

2. Reduksi Data
Pada tahap ini, penulis melakukan pemilihan dan penyederhanaan data yang
ada dengan mengelompokkan data tersebut melalui cara yang lebih sistematis
seperti berdasarkan tema maupun judul yang lebih spesifik. Penulis mereduksi
data melalui studi pustaka terkait kebijakan luar negeri Tiongkok yang

mencakup Belt and Road Initiative (BRI), kebijakan asertivitas militer,
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kebijakan luar negeri, dan hedging strategy. Selain itu, penulis juga mereduksi
data mengenai konfrontasi dan konflik yang terjadi di kawasan Laut Tiongkok
Selatan. Reduksi data dilakukan oleh penulis dengan menganalisis data yang
telah dikumpulkan guna menyenyuaikan data mana saja yang berkaitan dengan
fokus penelitian penulis. Dengan demikian, penulisan penelitian akan memiliki
fokus dan limitasi yang jelas.

. Penyajian Data

Di tahap ini, penulis menyajikan data dengan berbagai cara untuk memuat data
tersebut seperti penggunaan bagan, gambar, dan bisa pula berupa teks naratif.
Penyajian data dapat membantu penulis untuk memahami data yang telah
dikumpulkan dan direduksi. Penyajian data dalam bentuk teks atau narasi ialah
data yang telah dikutip oleh penulis pada tahapan reduksi data. Selain itu,
penyajian data baik berbentuk tabel maupun grafik ditujukan untuk
memberikan visualisasi data yang ditemukan yang kemudian diolah oleh
penulis yang dianggap mampu menunjang penulisan penelitian. Pengolahan
data dalam bentuk tabel dan grafik dalam penelitian ini berkenaan dengan PDB
Tiongkok dalam kurun waktu 25 tahun, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang
mencakup PDB/GDP, anggaran militer, dan cadangan devisa Tiongkok, dan
pertumbuhan populasi Tiongkok.

. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah sampai di tahap ini, penulis akan menarik kesimpulan dan melakukan
verifikasi terhadap kebenaran dari data-data yang telah dikumpulkan dan
direduksi untuk mendukung penulisan dari suatu penelitian. Penulis akan
menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk membantu enulis menjawab
pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dengan bantuan teori kebjakan
luar negeri dan konsep hedging strategy sebagai kerangka analisis. Untuk
menjawab pertanyaan penelitian, penulis juga mengaplikasikan konsep
hedging strategy untuk membantu memberikan pemahaman fenomena terkait
Laut Tiongkok Selatan dengan menghubungkan data empiris baik dengan teori
maupun konsep. Penulis merumuskan kesimpulan awal berlandaskan pada
analisis yang telah dilakukan. Kemudian, dalam menarik kesimpulan harus

diverifikasi agar kesimpulan tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Proses verifikasi yang penulis lakukan melibatkan pemeriksaan ulang terhadap
kesesuaian antara data, analisis, dan kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu,
penulis juga melakukan crosscheck dengan sumber-sumber akademis lain

untuk memperkuat validitas temuan penelitian.



V. KESIMPULAN & SARAN

5.1. Simpulan

Tiongkok menjatuhkan klaim historisnya yakni sembilan garis putus atau
Nine-dash line atas dasar keyakinan bahwa kepemilikan kawasan Laut Tiongkok
Selatan sebesar 90 persen dari total keseluruhannya ialah milik Tiongkok.
Asertivitas maritim yang dilakukan Tiongkok sejak beberapa dekade lalu
membuktikan bahwasanya Tiongkok memiliki suatu kepentingan strategis yang
harus dilindungi dan diamankan. Namun, sejak diumumkannya kebijakan Belt and
Road Initiative (BRI) pada tahun 2013, yang justru penerapannya di Laut Tiongkok
Selatan dalam komponen Maritime Silk Road (MSR) bertentangan dengan
asertivitas maritimnya. Hal ini memperlihatkan bahwasanya adanya kontradiksi
dalam kebijakan Tiongkok yang diimplementasikan di kawasan Laut Tiongkok
Selatan.

Kontradiksi kebijakan luar negeri Tiongkok terlihat jelas dalam penerapan
strategi gandanya di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Di satu sisi, Tiongkok
menunjukkan aspek kooperatif melalui Belt and Road Initiative sebagai instrumen
ekonomi yang menawarkan kerja sama dan pembangunan infrastruktur kepada
negara-negara ASEAN. Namun di sisi lain, Tiongkok juga menampilkan aspek
kompetitif melalui asertivitas maritimnya yang ditunjukkan dengan klaim Nine-
dash line dan militarisasi kawasan. Kontradiksi ini muncul sebagai manifestasi dari
upaya Tiongkok untuk memaksimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya
melalui dua pendekatan yang berbeda. Kontradiksi hadir sebagai dampak
penerapan strategi hedging Tiongkok yang diterapkan melalui dua kebijakannya
yang secara bersamaan berkenaan dengan Laut Tiongkok Selatan. Degan aspek
kooeratif melalui BRI, Tiongkok berusaha membangun pengaruh ekonomi dan
menciptakan ketergantungan negara-negara kawasan. Sementara itu, Tiongkok

melalui asertivitas maritimnya berupaya untuk mengamankan kepentingan
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teritorial dan strategisnya di Laut Tiongkok Selatan. Kedua kebijakan ini, meskipun
tampak bertentangan, sebenarnya merepresentasikan penggunaan atribut nasional
Tiongkok - baik ekonomi maupun militer - untuk mencapai tujuan yang sama yaitu
dominasi regional.

Dalam implementasinya, kontradiksi ini menciptakan dilema bagi negara-
negara ASEAN yang terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Di satu pihak,
mereka tertarik dengan manfaat ekonomi yang ditawarkan melalui BRI, namun di
pihak lain mereka menghadapi tekanan dari asertivitas maritim Tiongkok yang
mengancam kedaulatan mereka. Situasi ini mencerminkan kompleksitas strategi
Tiongkok dalam mengejar kepentingan nasionalnya, di mana penggunaan
instrumen ekonomi dan militer secara bersamaan menciptakan dinamika hubungan

yang kompleks di kawasan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat
saran untuk para peneliti lainnya yang dapat dijadikan sebagai topik atau
pemabahasan untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Saran yang dapat diberikan
oleh penulis adalah untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih
lanjut terkait bagaimana keberlanjutan implementasi strategi hedging Tiongkok
dalam kebijakan BRI dan asertivitasnya di Laut Tiongkok Selatan. Penelitian
tersebut diperluka untuk melihat bagimana keberhasilan dan keefektivitasan
strategi hedging yang diguunakan oleh Tiongkok untuk memenuhi kepentingan-

kepentingan nasionalnya .
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